PESISIR SELATAN

7

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
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JIn. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 100/45/Kpts-CA/2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

. a.

bahwa berdasarkan Surat Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura
Nomor: 140/234/WN-MRI/SP/VI111-2026 tanggal 3 Agustus 2026 Perihal
Permohonan Evaluasi Rancangan PAPB Nagari TA 2026;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang pengolalan Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor:400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 Perihal Perubahan
APB Nagari 2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

s/d huruf ¢ menetapkan keputusan Camat Airpura atas nama Bupati Pesisir
Selatan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir
Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Dana Desa;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

12.Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang
Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;

13.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keunagan Nagari;

14.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah;

15.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;

16.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2026;

17.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar
Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;

18.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Nagari Tahun 2026;

19.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentangt
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;

20.Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB
Nagari Tahun 2026;

21.Keputusan Camat Airpura Nomor :100/35/Kpts-CA/2026, tanggal 27 Juli
2026 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun
Anggaran 2026;
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22.Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 02 Tahun
2020 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

23.Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 17
Desember 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP
Nagari) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Muara Inderapura
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai
tindaklanjut terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026
pada huruf D angka 6 berbunyi “Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi
dan tetap menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi
Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan
pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Dokumen APBNagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan
Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Rancangan
Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari TA 2026, Peraturan Wali
Nagari tentang Penjabaran Perubahan APBNagari 2026, Anggaran Kegiatan
masing-masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil
Evaluasi Perubahan APBNagari Tahun 2026, Photocopy Rekening Giro,
fhotocopy NPWP.

Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan
Perubahan APBNagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat
keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan
kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian
hari.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 4 Agustus 2026

LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di Nagari Muara Inderapura
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Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari
Kabupaten : Pesisir Selatan
Kecamatan : Airpura

Nagari  :Lalang Panjang Inderapura
No. Aspek/ Komponen Perik Kesesualan ifikasi
po eriksa | Alat Verifikasi Keterangan
- : Ya | Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas !
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari | v

Nagari secara lengkap

. Surat Penganlar dari Pemerintah Nagan Lalang

. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun

. Rancangan Perubahan Peraturan Nagar tentang

. Proposal
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

. Peraturan Bupali Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun
. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

. Peraturan Bupali Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomar 4 Tahun

Panjang Inderapura;

2026, dan Rencana Pembangunan
Menengah
Inderapura;

Janka
(RPJM) Nagar Lalang Panjang

Anggara Pendapatan dan Belanja Nagar Lalang
Panjang InderapuraTahun 2026,

Kegiatan Nagari Lalang Panjang
Inderapura,

2018 tentang pengolalan Keuangan Desa

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keunagan
Nagari,

2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian
Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;

2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2026;

9026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagar
Tahun Anggaran 2026,

. Sudzh disampaikan sural

Pengantar dani Pemerintah

Nagan Lalang Panjang
Inderapura;
. Sudzh disampaikan

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Nagari Tahun 2026,
dan Rencana Pembangunan
Janka Menengah (RPJM)

Nagari Lalang Panjang
Inderapura;

. Sudah disampaikan
Rancangan Perubahan

Peraluran Nagar tentang
Anggara Pendapatan dan
Belania Nagari Lalang
Panjang Inderapura Tahun
2026;

. Tidak ada Proposal Kegiatan

Nagari Lalang Panjang
Inderapura.




10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian darf
Hasll Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Nagarl Tahun 2026;

1. Peraluran Bupatl Pesisir Selalan Nomor 6
Tahun 2024 fenlangt Penghasilan Tetap danl
Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kedudukan Badan
Permusyawaratan Nagari

12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2028,
tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari
Tahun 2026

13. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor
100/35/Kpts-CA/2026 Tentang Tim Evaluas
Rancangan Perubahan Peraturan Nagari
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2026

1.2 Apakah pengajuan Rencana Anggaran Tahun 2026
tentang Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari dilakukan tepat waktu

Keputusan  hasii  Musyawarah  BAMUS
Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang
Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 2026

ISesuai Jadwal

1.3 Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pemag
tentang Perubahan APB Perencanaan Nagari/ Rancangan
Pemag tentang Perubahan APB Nagari

Keputusan  hasii  Musyawarah  BAMUS
Pembahasan dan Penyepakatan Pema tentang
Rancangan APB Nagari Tahun 2026

Telah  disampaikan kepada
Pemerintah Kecamatan Airpura

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

Aspek Administrasi dan Legalitas Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura telah sesuai ketentuan.

2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagar
21 | Umum
2.1.1 [ Apakah Rancangan Pemag tentang Perubahan APB | v | RKP Nagari Tahun 2025 Rencana APB Nagari disusun
Nagari berdasarkan RKP Nagari Nomor
disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari tahun ‘ 2 tahun 2025 telah sesuai
berkenaan .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TahunPenempatan Pos Pendapatan telah

2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan
peraturan Perundang- undangan

2018 tentang Pengolalan Keuangan Desa

esuai aturan




2.2

Pendapatan

291

2.2.2

Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang pengolalan Keuangan
Desa

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69

Tahun 2016 lentang Pedoman Pengelolaan
Keunagan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3
Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapaltan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2026 tentang Standar Biaya
Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Nagari Tahun 2026,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6
Tahun 2024 tentangt Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kedudukan Badan
Permusyawaratan Nagari

. Sural Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026,
tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB
Nagari Tahun 2026

Estimasi Pendapatan Rasional dan
ﬁeaﬁsﬂs sesuai aturan mengena
Pendapatan Transfer

Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari
Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta

didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan
Nagari

Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)

stimasi Pendapatan Rasional dan
ealistis sesuai aturan mengenai
endapatan Nagari




e
Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari
Dana Transfer rasional dan realistis

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang pengolalan Keuangan
Desa

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keunagan Nagari;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2

Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun
2026;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3

Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2026;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4

Tahun 2026 ftentang Standar Biaya
Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5

Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Nagari Tahun 2026:

. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026,
tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB
Nagari Tahun 2026

2.3 Belanja

elah sesuai dengan Pagu
nggaran ADD tahun 2026,
Estimasi Pagu Anggaran DD tahun

2026 dan Pagu Anggaran PBH
tahun 2026

23.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan
peraturan Perundang- undangan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengolalan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

tertinggal dan Transmigrasi Republik Indone_sia
Nomor 7 Tahun 2023 fentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa,

Belanja telah sesuaikan kebutuhan,
rdan RKP Nagari Tahun 2025.




.,___'_—'——-—.____
Eﬂmua kegiatan Belanja Nagarl telah sesual dengan

ewenangan Nagari

Apakah ada programikegiatan yang dilakukan lebih dari 1

. Tahun 2014 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengolalan Keuangan
Desa

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tenlang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Pedoman
Pembangunan Desa;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 flentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2026 tentang Slandar Biaya
Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 20286;

elah sesual dengan Permendesa
;DTT, Peraturan Menteri
Keuangan dan Perbup lentang
Kewenangan Nagari

(satu) tahun anggaran (multiyears)

Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari

Aplikasi Siskeudes Versi 103.143.152.115

Tidak ada kegiatan multiyear dalam
apiikasi siskeudes nagari tahun
anggaran 2026
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paling banyak 30% dipergunakan untuk;
1. siltap dan tunjangan Wall Nagari:

2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari:
3. tunjangan BAMUS; dan
4. operasional BAMUS.

Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan
APB Nagari Tahun Anggaran 2026.

Dalam Penganggaran Belanja APB
agan 2026 Tidak melebihi 30 %
relinl dari

1. Siltap dan tunjangan Wali Nagari

dan Perangkat Nagari

2. Tunjangan dan  Operasiona

BAMUS Nagari

Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari
Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal

65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja
pilihan sudah dilaksanakan

Rancangan Peraturan Nagar tentang Perubahan [Telah sesuai dengan ketentuan.
APB Nagari Tahun Anggaran 2026.




Siltap, tunjangan dan operasi

onal i
Perangkat Nagari sesuai yan untuk Wall Nagar dan

: ditet
Bupati Pesisir Selatan 9 ditelapkan dalam peraturan

Besaran Tunjangan dan Operasional u
ntuk Anggota
BAMUS, dianggarkan ses i

Peraluran Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2026 fenlang Standar

Nagari Tahun Anggaran 2028:

lam Perencanaan
Biaya Pemerintah Penganggaran Perubahan

PBNagari 2026 Siltap, tunjangan
Fan operasional untuk wali nagari
Flan perangkat nagari sesuai yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati

uai yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati, ‘- v

2.38 | Alokasi belan]

a dengan output yang akan dihasilkan logis
karena telah

4 Tahun 2026
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 |

lam Perencanaan Pengangaran
Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah ‘anja Perubahan APBNagari 2026
Nagari Tahun Anggaran 2026;

; Tunjangan dan
Operasican! untuk anggota BAMU
agar, dianggarkan sesuai yan

itetapkan dalam peraturan Bupat
omor 4 Tahun 2026

memperhitungkan tingkat kemahalan dan
geografis (Standar Harga)

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Ez!arqa dan output logis sesuai
Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah 1

an dan harga tidak melebihi
| Nagari Tahun Anggaran 2026; r yang tertera dalam standar
, arga Kabupaten Pesisir Selatan
2.4 Pembiayaan | | \
2.41 | Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 embiayaan pada Perubahan AP
dengan peraturan Perundang- undangan \ Tahun 2018 tentang Pengolalan Keuangan agai 2026 Telah sesua
| Desa nempatan posnya menurut aturan
| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
| Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
[ Peraturan di Desa;
| 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
| Tahun 2026 tentang Standar Biaya
\ Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026
242 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk | N [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 embiayagn pada Pgmbaha
pembentukan Dana Cadangan { Tahun 2018 tentang Pengolalan Keuangan Desa APBNagari tahun 2026 tidak ad
| ntuk dana cadangan
|
243 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan | N [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Pembiayaan
dengan Peraturan Nagari

pada
ahun 2018 tentang Pengolalan Keuangan Desa

ntuk dana cadangan

Perubzhan
PBNagari tahun 2026 fidak ada




244 | Apakah ada POs pengeluaran

penyertaan modal pada BUMNag pembiayaan untuk | + Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Pembiayaan pada APBNagari
APB Nagari Tahun Anggaran 2026. tahun 2026 tidak boleh di nol kan,
245 | Apakah pen erfaan e
dengan gera%uran penr-:?:;elmgadl?n;?::;:l:géa;ﬂgl;ﬁual - Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Pembiayaan pada Perubahan
. : ¥ | an : ; h :
me|z|au, Peraturan Nagari dan mem enuhi nilai kelzyskan APB Nagari Tahun Anggaran 2026, APBNagari tahun 2026 telah sesuai
usaha _
e F‘ad% evaluasi APB ; Nagari, pada POs penerimaan | + Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan SILFA  Dimasukkan  Kedalam
Pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya APB Nagari Tahun Anggaran 2026. Penerimaan Pembiayaan
247 | Pada evaluas APB  Nagari, apakah SILPA tahun | Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan [SILPA selalu dianggarkan _untuk
sebelumnya telah digunakan seluruhnya, APB Nagari Tahun Anggaran 2026. belanja tahun berikutnya
Kesimpulan penilaian aspek Administr

asi dan Legalitas:
Kepada Pemerintah Nagari Lalang Panjang Indera
perpedoman pada Peraturan yang berlaku,

pura untuk Kegiatan yang ada pada APB Perubahan sesuaikan dengan sumber dana dan regulasi yang ada, serta

Evaluasi dilakukan tanggal : 4 Agustus 2026

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) : Tanda Tangan (N
»_Untukdigerbaiki Nagari Lalang Panjang Inderapura Tim Evaluasi Kecamatan Airpura X ] st
~». Disetujuf {0lehgCamat Airpura 1. MARFEN ROSADI, ST

JEFRIDARMA,SH  /

APRAL, S.H

FYRA RUSWANDI, S|P

VINA ASRI YANTI. A.Md

SELVIYULIVIA UTARI, AMd ~ X__

DEWI KURNIA SAR!, SE

DEXI SAPUTRA, A.Md

NOVINDA, SH

10. TPP KECAMATAN AIRPURA




VISUALISASI DAN DOKUMENTAS|
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUAS! PERUBAMAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN




